BAB V

Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa penulis sebagaimana dituangkan dalam Bab 1V, maka

dapat disimpulkan:

1.1. Metode penawaran negative option merupakan tafsiran yang dilakukan
oleh pelaku usaha yang menganggap sikap diamnya konsumen sebagai
bentuk persetujuan atas penawaran yang diberikannya, kecuali konsumen
secara tegas menolak. Hal tersebut membuat pelaku usaha menjadi berhak
membebankan biaya kepada konsumen atas barang atau jasa yang
ditawarkannya. Dengan metode penawaran negative option ini,
kewenangan untuk menafsirkan bahwa konsumen akan setuju pada
penawaran yang diberikannya jika konsumen berdiam diri ada pada pelaku
usaha, kecuali konsumen tersebut menolak dengan tegas dengan cara-cara

yang ditentukan oleh pelaku usaha.

Kewenangan merupakan hak dan kewajiban yang diakui oleh hukum, di
mana kewajiban yang diakui tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan.
Artinya, kewenangan dari pelaku usaha dapat dilihat dari pengaturan hak
dan kewajiban pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPK dan
Pasal 7 UUPK. Pada dasarnya kewajiban dan hak merupakan antinomi
dalam hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha dapat dilihat sebagai hak
konsumen. Dengan demikian, kewenangan pelaku usaha dibatasi oleh hak-
hak yang dimiliki konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUPK.
Melihat pada pengaturan mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha dan
konsumen, pelaku usaha hanya berkewajiban untuk memberikan informasi
yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau

jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
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1.2.

Sedangkan kewenangan untuk memilih barang dan/atau jasa merupakan
kewenangan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf b UUPK,
konsumen memiliki hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta
mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan
kondisi serta jaminan yang dijanjikan. UUPK juga mengakui hak
konsumen dan hak pelaku usaha yang diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf e
UUPK dan Pasal 6 huruf e UUPK.

Berdasarkan Pasal 9 Ayat (2) Permenkominfo N0.9/2017 mengatur bahwa
Telkomsel sebagai penyelenggara jaringan hanya memiliki kewajiban
untuk menghubungkan Pengguna dengan penyelenggara jasa penyediaan
konten yang dipilih sesuai dengan jenis layanan yang diinginkan oleh
pengguna. Selain itu, berdasarkan Pasal 9 ayat (4) Permenkominfo
N0.9/2017, penyelenggara jasa penyediaan konten memiliki kewajiban
memberikan layanan sesuai dengan yang dipilih oleh pengguna. Lebih
lanjut, berdasarkan Pasal 11 Ayat (2) Permenkominfo No0.9/2017,
penyelenggara jasa penyedia konten wajib memberikan informasi yang
lengkap, benar, dan akurat tentang konten yang disediakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini juga diatur dalam Pasal
27 Permenkominfo No0.1/2021, Telkomsel sebagai penyelenggara jasa
telekomunikasi Layanan Konten SMS Premium dilarang memanipulasi
konfirmasi persetujuan penggunaan Konten dari calon pelanggan. Dari
pengaturan tersebut terlihat bahwa pelaku wusaha tidak memiliki
kewenangan untuk menafsirkan tindakan konsumen, melainkan
konsumenlah yang memiliki kewenangan untuk memilih layanan mana

yang akan digunakannya.

Perlindungan hukum vyang diberikan kepada pelanggan berupa
perlindungan hukum pada saat sebelum terjadinya transaksi sebagaimana
tercantum dalam Pasal 4 UUPK, khususnya hak konsumen atas
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1.3.

kenyamanan dalam menggunakan jasa, hak konsumen untuk memilih
barang dan/atau jasa, dan hak Hak atas informasi yang benar, jelas, dan
jujur mengenai layanan yang ditawarkan oleh Telkomsel. Selain hak-hak
yang dimiliki pelanggan, UUPK juga memberikan perlindungan hukum
dengan mengamanatkan LPKSM dan Pemerintah untuk melakukan
pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 UUPK.

Adapun perlindungan hukum bagi konsumen pada saat setelah terjadinya
transaksi, yaitu pelanggan Telkomsel dapat meminta ganti rugi atas
kerugian yang dideritanya kepada Telkomsel selaku pelaku usaha,
sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UUPK. Sebagai pelaku usaha jasa
komersial dengan adanya hubungan langsung antara Telkomsel dengan
pelanggan, maka tanggung jawab Telkomsel merupakan tanggung jawab
jasa komersial (commercial liability) yang didasarkan pada perjanjian,
sehingga disebut tanggung jawab kontraktual. Dengan demikian, dalam hal
terjadi sengketa, pelanggan Telkomsel dapat melakukan gugatan kepada
Telkomsel atau dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui luar

pengadilan.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan agar:

2.1.

2.2.

Perlu adanya perhatian lebih dari Pemerintah dan LPKSM terkait adanya
pelaksanaan metode penawaran negative option ini. Salah satunya dengan
cara mengadakan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat. Hal
tersebut dilakukan guna menghindari adanya kerugian konsumen yang
lebih besar dikemudian hari dan meningkatkan kesadaran konsumen atas
hak-hak yang dimilikinya.

Perlu adanya pengawasan yang lebih ketat dari Pemerintah dalam hal ini
Kementerian Komunikasi dan Informatika terhadap penyediaan layanan
tambahan yang dilakukan oleh operator seluler. Selain itu, perlu adanya

tindakan tegas dari Kementrian Komunikasi dan Informatika kepada
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operator seluler yang masih menggunakan metode negative option tanpa
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3. Diperlukan kesadaran hukum kepada pelaku usaha penyedia jasa
telekomunikasi terhadap hak dan kewajibannya dalam menawarkan
layanannya kepada konsumen. Selain itu, konsumen juga harus lebih
berhati-hati dan cermat dalam memilih layanan yang akan digunakannya.
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